'erhubung dengan tu, pemer. tah benxsaha mencegah bah-:
-kan berusaha menumpas kebocoran 1m atau penyelewengan, dengan upaya.'

?engawasan tersebut udak hanya mencakup pengawasan keuangan--;d
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan
juga pengawasan terhadap kehematan, dayaguna dan hasﬂguna program dari
kegiatan pemerintak dalam pembangunan.. .

Pengawasan merupakan salah satu unsur pentmg daiam rangka pening-
katan pendayagunaan aparatur negara delam pelaksanaan tugas-tugas umum
pemermtahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang ber-
sih dan berwibawa.- Garis-Garis Besar Haluan Negara telah menggariskan
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40 ..: e .. . o | u danpembang mm |

pokok—pokok arah dan kebl'aksanaan dengan sebaxk~baakn a, __ :
rintah untuk merencana—

engawasi dan- mengendahkan pembangunan perlu di-
: tmgkatkan Dlsampmg iy, langkah langkah" penertiban aparatur peme- -
- rintahan- perlu dilanjutkan terutama dalam_menanggulang; kebocoran dau :
“pemborosan kekayaan dan keuangan negara. - -

~ " Dengan jumlah iembaga pengawasan yang aktif meiakukan pengawasan -

Sif, seh :gga apab:la kesemuanya berfung51 dengan efi
_p1r tidak ada ruangan gerak bagl penylmpangan dan pe

. Akan tetapi dalam kenyataannya tlmbul permasalahan apakah "social:
heritage"” berupa kuItur dan budaya lama yang telah berakar dalam diri para

sehmgga pengawasan di bebérapa negara berkembang kurang memmbulkan'
efek sebagalmana ‘yang diharapkan.- ‘Hal “ini disebabkan" karena - peniaku
_pengawas’ ‘masih tertanam dalam ‘dirinya“warisan sosial kultur yang.
tidak sesuai’ atau - tidak mendukung dengan tuntutan-tuntutan orgamsam
modern yang berlaku’ da}am organisasi-tersebut.” Masalah’ ultur ‘ini’ akan
kami coba telusurl sejauh mana pengaruhnya terhadap pengawasan keuangan

Kultur dan Pengawasan Keuangan Negara

Kultur pada hakekatnya adalah gejala soczo-psycholog:s Ia tersmzpan?
dalam pikiran dari manusianya dar hanya bisa diekspresikan dengan peranta:
raan‘manusiasmanusia itu; demikian Ralp Linton dalam bukunya "The Study

" Pebruari 1996




iz m_; berszfa eksternal, tetapn ke!amaan, se_;alan dengan :
. perkembangan orangnya, maka kultur it menjadi bagian integrasi dari kepn-: \
- badiannya: Sebagian besar mengendap sangai dalam dan menjadi bagian: yang.
idak ‘terpisahkan dari: pnbadmya Ea masuk dalam bawah sadarnya dan
: mengalhamx s:kap hldupnya : it
¢ Kulturinimewujudkan sxstem keprabadian da}am dm peiaku—pelaku ‘yang
bers gkutan. Sistem kepribadian yang antard fain meliputi kepercayaan dan
1de010g1 yang dianut; nilai-nilai yang dijadikan ukuran-untuk menilai obyek-
obyek yang menjadi sasaran perhatian, aturan-aturan yang dijadikan pedoman
~ untuk bertindak, pengetahuan yang:dimiliki - sentimen-sentimen dan pera-
saan-perasaan; prasangka-prasangka, motivasi dan pengarahan perhatian (ori-
entasi), terbentuk sebagai: akibat pendtdlkan dan pengalaman. Sistem: keprx-
badian mengakxbatkan individu: yang: bersaﬂgkutan mewujudkan kecendrung-
an-kecendrungan tertentu dalam berplklr menenwkan sﬂ(ap dan bertmdak
(Hars;aW Bachtiar, 1976: 43).. L
- Demikianlah kultur yang: bersxfat super-mdmdual it dﬂanjutkan dam
generasike generam Setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya;
nilai-nilaiskultur yang telah diwarisi mulailah ditentang oleh cita-cita ‘dan
nilai-nilaikultur modern. Nilai kultur lama yang telah mengendap di bawah
sadaridan men}adx bagian dari keprsbadzaﬂnya teiah dztentang eleh nf}ai nﬂaz
kulmr modern atan‘peradaban 'modern;: o0 i
Banyak’ dari. tuntufan-tuntutan peradaban: modem pemenuhannya baru
mempakan clta~cita; Memang sukar untuk mengenali manakah pa.ndangan~
pandangan lama yang telah merupakan sebagian dari pribadi aparatur negara
yang harus disingkirkan untuk diganti dengan’ pandangan-pandangan baru.
Dalam kehidupan sehari-hari ‘bisa’ terjada bahwa mereka vang secara umum
menyatakan dengan indah akan menjunjung tinggi hak-hak- asasi manusia;
tetapi dalam menghadapi’ persoalan ‘yang konkrit terlalu mudah menemukan
dalih untuk membatalkan dihormatinya hak-hak asasi it Ini menunjukkan
bahwa rumusan-rumisan mulia it sekalipun dimasukkan dalam paskab-nas-
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.-;kah? yang teramat keramat sebenarnya belum merupakan kesatuan: dengax:_-
~ " pribadi- .pada peiaksananya, karena.dalam. menghadap1 kenyataan hxdup"»ise—_

| blS dxseiésaxkan di pengadﬂan, melamkan menyangkut hai-hal yang ieblh da—:'

42 S Hukum danPembangut:z'd&_.

E '.gnai._' mlal—mlax seperta 1tu Pencantuman rumusan mulza itu dalarn undang?:
Lo undang,‘ belumiah menjadl ukuran bahwa rumusan 1tu teiah men_;adl kuitur-

" lam danpada itu. Korupsi meluas. karena masih banyak diantara aparat berdi-

ri-dengan satu kaki'dipola kultur baru dan satu kaki dipola kultur 1ama; ba:

dan dalam mobil tetapi kepala ketinggalan di pedati; (Soedarsono, 1969:.67).
. Dalam kehidupan sehari-hari masih terjadi bahwa mereka yang secara
umum meneriakkan penghematan dana negara, pemerintahan yang bersih dan
berWibawa dan sebagamya sebenarnya belum tentu merupakan kesatuan de=
ngan pnbad_i_nya karena ia telah tenggelam dalam kultur lama. Muncuinya
kolusi; ketebelece atau surat'sakti-:dan semacamnya, merupakan suatu bukti
bahwa hubungan-hubungan yang-bersifat personal kadang-kadang masih-di-
manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu tanpa disadari akan akibat-akibatnya
bagi generasi mendatang Perbuatan yang semacam ini tentu akan ditiru juga
oleh mereka dari generasi-berikutnya, dan ini akan berlanjut terus. =
. Sistem-pengawasan ‘yang ‘dilakukan di negara-negara yang sedang ber-
kembang terutama negara-negara bekas jajahan, hampir sama dengan sistem
pengawasan yang dilaksanakan oleh negara-negara yang sudah maju. Akan
tetapi-pengawasan yang -dilakukan-oleh negara-negara maju.secara konsek-
wen menerapkan prinsip-prinsip manajemen modetn seperti: kriteri obyektif
dan hubungan yang bersifat impersonal. Sedangkan pengawasan yang dilaku-
kan:di ‘negara-negara berkembang yang sekarang populer dengan sebutan
"Dunia Ketiga™ masih berorientasi atau masih dipengaruhi oieh kultur yang
mereka warisi (Social ‘heritage) sebagai sebuah pola spesifik yang mem-
harikan bentuk pada kelakuan, pemikiran, perasaan dan pemlaxampemlaian
anggota suatu masyarakat. {Sodiono M.P, 1987: 335). -
~Politik-memelihara keterbelakangan dari pemermtahan kolonial menye-
babkan kultur atau budaya suatu bangsa tidak bisa menyesuaikan diri dengan
tuntutan-tuntutan: lemb&ga—lembaga modern dan tata hidup dunia modern pa-
da umumnya, mempunyai akibat yang sangat luas terhadap perkembangan
lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi modern.
- Pada saat negara-negara bekas jaiahan mencapai kemerdekaan ygzﬂ,semua
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berkembang y "g;'masm nampak | alam penlaku pengawasan adaiah sﬂ(ap pe~ :
ternahsnk dan: pnmardlal -

= Budaya peternahstak yang beror:entam pada atasan selaku orang tna yang
harus dipatuhzldihormau oleh bawahannya, tanpa memaharm ‘apakah penntah
itu memang wajar untuk ditaati atau tidak, Metaliteit priyai secara kuat sekalz_-
mengandung pandangan bahwa tmdakan it sebalknya d:arahkan dan diorien-
tasikan ke kelakuan sang pemimpin,: kepada tokoh-tokoh atasan, atau- kepada :
orangworang tua dan: senior. Pandangan-ini: mengakibatkan: adanya : anggapan
bahwa pimpinan dan. orang-orang tua harus dilayani dan .dihormati secara
luas. Pandangan ini dalam pergaulan sosialterwujud: antara lain dalam tradisi
bahwa bawahan dari seorang pegawai: merupakan kehormatan jikaia membe-
rikan bingkisan kepada atasannya; baik dalam. rangka kedmasan maupun d1
luar kedinasan (Kuntjaraningrat, 1969: 44).= -

' Dalam sistem administrasi modern; dxmana hubungan hak dan kewajlban
antara atasan: dan:bawahan “secara ketat diatur oleh hukum, maka tradisi_
membeﬂkan bmgkxsan kepada pegawal tidak diperkenankan lag: karena di-
anggap sebaga1 ‘penyuapan atau usaha memikat hati dalam suatu: hubungan
antara manusia yang: seharusnya bersifat-resmi: Kelemahan lain dari orientasi
ke arah:atasan yang banyak menghambat bidang pengawasan/pemeriksaan
keuangan -negara-adalah terwujud ‘dalam-komunikasi-antara pihak -atasan
dengan pihak: ‘bawahan. Biasanya sifat komunikasi ini hanya satu ‘arah saja,
yakni ‘dari atas'ke bawah. Memang ada laporan’ dari bawah kepada atasan;,
tetapi laporan ‘itu biasanya "laporan kecap dan jarang ada usaha secara
sungguh-sungguh dars plhak atasan untuk menelm keadaan yang sebenarnya

e _gwui fu AT Er:
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Hukum dan Pembangwsan |

ini '-ban_vak 'damdﬂgx oieh lapnsan kaum pnay: Mereka:-z".

Setidak tadaknya mungkm atas dasar pengalaman mereka daanggap akan'
priayi - akan selalu menghmdar: sﬂ(ap kritis.:Karena-itu, dari-kaum ini‘tic ak
‘dapat dxharapkan sikap. yang ‘akhirnya akan membentuk ‘sikap yang. meng—.
awasi dan mengoreksi yang berkuasa. Dengan demikian, kontrol-atau peng=
awasan sosial yang merupakan fungsi terpenting dari’ kaum ini:tak berjalan
dengan efektif .+ Sikap tunduk- dan. mengikuti atasan;. demikian: kuatnya
sehmgga nilai'moral seperti. kebenaran; kejujuran maupun kecurangan, men-
jadi: reIatif Pengertian nilai-moral” ini ‘sangat: dipengaruhi oleh: masalah
hirarki. Apa yang berlaku bagi bawahan ‘dapat kurang -atau _tidak berlaku
bagi atasan Itulah sebabnya menvapa pada umumnya golongan priayi dapat
menerima. atau paling tidak: menyerah terhadap. kecurangan dan pembocorang
yang ‘berlaku di sekitarnya (Sarbini.S., 1985: 111). :
Dalam bidang: sosial; khususnya: ekonoml ‘masalah prestasi. dan gengsx
adal_ah ‘jauh lebih penting daripada masalah keberhasilan-dalam tiap usaha.
Prestase: dan gengi; yang pada umumnya melihat pada kedudukan diri, jauh
lebih penting daripada kemampuan dan keberhasilan untuk melaksanakan
sesuatu.- Mudahlah-dimengerti-bahwa- orientasi  yang -kuat-pada gengsi ini
memiliki pengaruly besar: terhadap sikap konsumsi mereka; Pada umumnya,
gengsi-ini mengakibatkan kecendrungan- akan konsumsi pada’barang yang
menjadi lebih. mahal; indah dan-banyak, Hal ini-dengan sendirinya meng-
akibatkan pemborosan yang akhirnya sangat menentukan kemampuan selu-
mh.;m'asya:akat untui;g:‘me_nyisihkan dana yang diperlukan untuk-investasi.- =
+-:Sikap dan pandangan hidup priayi-pada umumnya menjauhkan-diri dari
semua  kerja. keras dan’ berat; .apalagi:bila kerja: itu bersifat: kerja yang
memerlukan usaha-badaniah. yang agak. intensif. Di samping -itu terdapat
sikap yang. tidak acuh terhadap kelugasan Dengan orientasi yang dltekankan
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" Keuangan Negara

_-masih. ‘dan mereka haras berusaha sekuat-kuatnya'_ .
untuk mempertahankan keyakman dan sikap.dan keyakman mereka itu. Itu- -
lah sebabnya kenyataan:-menunjukani ahwa-di kalangan muda:pun: sebagian ‘

terbesar.adalah -mereka yang: menglkuu Jjejak para priyayizyang.lebih tua, -

. xbukannya meny;mpang atay. menentangnya Pada. go]ongan mteiegens:a Dbisa

-+ dikatakan pada umumnya ketika mereka masih mahas:swa sikap dan panda-

- ngannyaadalah sikap dan. pa dangan ang jauh lebih - maju-dan sesuai dengan -
- tuntutan: zaman Akan. tetapi 's;-b'egltu mereka Iepas daridunia kemahasmwaan. '
dan terjun ke- masyarakat sebagian besar dari mereka tidak mampu. melawan
arus dan suasana yang berlainan dengan pandangan mereka; sehingga mereka
pun akhirnya lebih banyak. menyesugikan diri dengan keadaan yang ada dari-
pada:mencoba untuk: mengadakan perbajkan untuk kemajuan: Keadaan. ini
merupakan hambatan dan penghalang kemajuan pada-umumnya. Karena itu
keadaan. ini- ‘harus mengalam1 perubahan selangkah demi selangkah ke arah
mengubah orientasikaum. ‘menengah. Pembengkakan masalah sosial dan eko-

nomi: banyak diaklbatkan oleh onenta51 yang sekarang dlmllikl kaum muda '
In];:.:"

Dengan menymgkarkan pandangan tentang tatanan sosaal yang serba hi-
rarkzs menggantikannya dengan sikap lebih percaya pada diri sendiri, ddn
tidak selalu bersikap berdasarkan "cari selamat” akan tetapi lebih ditekankan
pada perbaikan nasib-bersama dan perbaikan nasib rakyat banyak yang ku-
rang beruntung. Sikap mental dan perilaku yang lebih Iuas, dengan berpe-
gang pada ‘nilai-nilai yang lebih: sesuai dengan tuntutan masyarakat, akan
sangat membantu kewajiban-kewajiban kemasyarakatan. Sikap dan nilai yang

e Dorhubungandengan-distphin-kerfar kejujuran dun ke Sepagal suat
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pndana terhadap penyeiewenan g'an respek masyarakat terhadap pej abat masxh
dapat dlharapkan, tidak menjadi-soal’ apakah secara praktis dari’ segi material
pe_;abat itu benar-benar:bersih-atau tidak. Dengan demikian sulit mengharap-'
kan, misalnya masyarakat akan bereaksi secara spontan melihat seorang peja-
bat memiliki kekayaan yang berlebihan, ‘seolah-olah segala sesuatuberlang-
sung wajar sepanjang tidak ada pembuktian administrasi ata tindakan berupa
hukuman pidana bahwa pejabat itu benar-benar telah menyeleweng. Inilah
yang dlmaksudkan dengan kecendrungan sﬁcap tolerans; masyarakat (Pamuji
1989 34): P E
= Suatu kasus yang sangat menarik untuk dxsunak da}am kaxtannya dengan-
budaya yang: berorientasi kepada-atasan, ‘dimana bawahan'sering meminta.
perlindungan kepada atasan dan sang Atasan berkewajiban’ untuk melindungi
bawahannya,-yaknipada kasus. yang ditemukan oleh Tim Operasi Budhi seki-
tar:tahun 1959, Dalam kasus’ ini, Tim Operasi-Budhi- yang: diketuai ‘oleh

AVHTHESINon THehemukan Kecurangarn, misaliiyd, Hohi™ prmam swrang-’
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ohng '__l_at Revolus; (K_o ar)'sebaga: penerus Pamtxa Retoolmg Aparat necara'
(paran)ftldak meneruskan.; ‘operasi’ anti-korupsi. “A:H:. ~Nasution dan- Ketuar-
Mahkamah Agung RI- Wirnoyo Projodikoro.dipanggil untuk menghadap pre-:
siden: d1 Istana Bogor Pertemuan- ini dihadiri. oleh ketiga wakil perdana:
menteri. Bung: Karno, memla; Tim Operasu Budhi merongrong kewibawaan -
presxden ‘dan . aksi tim ini. bersafat Subversif: (wawancara Ay H Nasutlon?--
dengan wartawan Tempo, (Prisma: 3980 39):n e d s '
: Ciri: Budaya primordial j juga. sangat berpengaruh terhadap pengawasaa}
keuangan negara,= karena-budaya-ini. 'kadang-kadang ‘mengutamakan golo-:
ngan; korps;: hubungan kekeluargaan .persahabatan .dan: persamaan -latar:
belakang pendidikan.: Keinginan untuk: menjaga nama baik korps dari pan-
dangan pihak luar sangat ‘menylitkan pengawasan:dalam suatu unit tertentu.
diusahakan supaya orang luar- tidak akan mengetahuinya sehingga masalah:.
itu’tidak boleh' diungkapkan demi nama baik korps. Adanya konflik kepen-
tingan-antar: sektoral: terutama: di: tmgkat daerah, ‘tidak jarang menggiring
para: aparatur pada masmg-masmg instansi untuk-menjaga nama baik instan-:
sinya, -dan- itu:berarti -harus ‘menghindari - agar-instansi:lain jangan sampai
mengetahui tentang kasus-kasus penyelewenangan yang terjadi. Situasi sosial-:
psikologis yang seperti ini. sulit. diterobos. Beban psikologis pengawasan/;
pemeriksa sangat ‘berat' jika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan
teman sejawat, entah-dalam kaitan persahabatan biasa; persamaan latar bela-:
kang pendidikan, ‘kekeluargaan, ataupun ikatan-ikatan primordiai lainnya. -

Hubungan pnbadx lebxh pentmg dan bukan pmgram sehmgga hubungan:
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o Mantan Menko EKUIN WASBANG sendm Radius Praw1r0, mengerz-:
ik>sikap. sebagian pe,;abat yang ‘memberi arti: salah terhadap pemeriksas
an/pengawasan, seolah-olah: pengawasan hanya mencari~cari ‘kesalahan dan
waskat tidak: perlu dxlakukan karena sudah ada pengawasan fungsional: baikr
di: tmgkat daerah ‘maupun’ ditingkat pusat (W aluyc Ratam: 1989: 41). Mung—
kin karena adanya ‘hambatan sikap mental’ 'yang demikian’itulah antara fain:
yang menyebabkan diabaikannya ‘fungsi pengawasan dalam proses adminis-
trasi.-Pemeriksaan baru' diadakan kalau terjadi dugaan "kurang-berés” ‘dan
sebagamya Karenz: adanya anggapan adanya. negatif terhadap fungsi peng-'
awasan tersebut, maka baik yang diawasi:maupuniyang mengawasi menun--
jukkan sikap: emosxonal dari: pada bersakap rasional. Dengan sﬂcap menta.l
seperti:itu; sukar dlharapkan suatu hasﬂ yang optimal dan suatu. pengawasan-
ya_ng efeknf :
~Bila fungs1 Pengawasan Meiekat (W askat) ini berjalan dengan baik maka'
penyimpangan yang terjadi pada bawahan akan segera terlihat, Tetapi atasan-:
pun seringkali: tidak ‘mampu menjalankan: fungsi- ini sebab. bawahan telat:
memberikan upeti; sifatnya; merupakan. ikatan ‘bawahan kepada atasan. Bila
ada pegawai- yang menjadi:"mafia” yang .menggerogoti ‘nang-negara dan:
memberikan .upeti keépada .atasan entah :apasaja alasannya, . maka mereka:
mampu: memojokan atasan sampai-tak berkutik, karena upeti ini merupakan.
jerat-atau jebakan vang menyulitkan atasan untuk-menindak bawahan yang:
menyeleweng. Kalaw initerjadi,»maka yang bersalah-adalah: sang:atasan:
karena dzaiah penentu kebgaksanaan di hngkungan kerjanya Keberhasalan
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: _ u norma-norma yang wa_;ar :
ini korupsi yang ﬁ:_dﬂakukan secara | erorangan. tampaknya bukan
mannyalag Penyelewenagan sering di In k

'le_wengan dapat dikurangx Tetapi caraini.

: ';":'udak buyar malahan. méiués'd'an melebarkan sayap menglkun Pefpmd ahan" 5
. atau jejak salah seorang_anggotan 2, >
an dengan kuitur;-_:prlmordlal be}um bisa diharapkan ter--.___ -

| an"pérsbml yang.

rjadi hal yang sebaliknya: Komplotan'ita®

-laksananya péngawasan'melekat (Waskat) secara efektif karena masih ada

_'kendala yang bersifat lat_

' rasa. kebersamaan menjaga nama ‘baik korps,-;_pemmbangan kemanusiaan

'-_-yang menongol kurangnya kemampuan mengawasi, atau- atasan sendiri ku-
' ."_'rangmengawasz substansi: masalahnya atau atasan sendm xkut terkalt derxgan s
_.penyzmpangan yang ter_]adl ' / : Rk A\ g

P Penutupr . Ui

Dan ‘apa_ yang dzuralkan di atas, dapat diszmpulkan bahwa salah satu .
penyebab kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan dis¢babkan adanya ken-_ :
dala kultural yang mempengaruhi sikap dan pola pikir baik ‘dari ‘aparat
pengawas maupun dari pihak-pihak yang diawasi. Rasa "rikuh" atau kese- .
ganan yang masih ‘melekat'dalam diri aparat pengawas untuk mengawasi me-
reka yang memiliki pangkat dan eselon yang lebih tinggi merupakan kendala
psikologis yang sangat menentukan daIam pelaksanaan b:dang pengawasan 5
keuangan negara.-: : B

Rasa rikuh haras dxhllangkan dan aparat pengawas harus mermhkl

strength of charter”, sehingga Tespons terhadap lingkungannya tidak bersifat
otomatis -atau bersxfat ‘menyerah, " tetapi ia berbuat -dan ‘bertindak karena
menurut keyakmannya bahwa apa yang perbuatnya adalah benar dan patut.

- Reformasi haruslah ditujukan tidak saja pada aspek administratif, akan
tetapz juga pada sxkap dan‘pola pikir manusia selaku pelaku dalam suatu
orgamsam modern, walaupun mungkin‘usaha ini' memerlukan wakfu yang

agak fanma
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Bambang W:djoyanto _
'i‘erpdzh ?mlpm YLBHI

to, SH sebagai ‘ketua baru dewan
pengurus YLBHI periode 1996-2000

‘menggantikan Adnan Buyung Nasu-

tion, SH yang mengundurkan diri.
Keputusan dewan penyantun itu

dibacakan oleh Ali Sadikin, anggota

~dewan penyantun YLBHI dan man-
- tan gubernur Jakarta. Menurut Bang

~“Ali, dalam ‘suatu rapat ‘dewan pe-
_nyantun keputusan itu_diambil se-

- telah dalam pemungutan suara Bam-

;bang meraih tujuh suara, Sukardjo
- Adiwijoyo lima suara, Luhut Panga-
-+ 'ribuan dan Amamwx Saleh ; m
: '-; -,._masmg satu suara.

'_mg—

-Namun keputusan dewén penyan-

it tun tersebut ditolak oleh "kelompok
enam”- (Amartwu ‘Saleh,’ Mulyana
s W ‘Kusumah, Hendardi,

Rambun

s Tjajo, ‘H.J.C. Princen, ‘dan Luhut

memiliki~ kaitan® langsung dengan
Komisi Nasional Hak Asasi Manu-
sia (Komnasham), meskipun Rektor
UNDIP adalah anggota Komnas-
ham. Pusat studi HAM UNDIP
mendapat bantuan dana dari Aus-
tralia dan Kanada, Pusat studi ini

: '-:ﬁ ___Pangarzbuan) Mereka menilai ke-

putusan pengangkatan Bambang se-
bagai cacat hukum karena menya-
l1zhi mekanisme dalam AD/ART
YLBHI.

Penolakan pengangkatan Bam-
bang sebagai Ketua YLBHI yang
baru berujung pada konflik intern.

dikelola oleh dosen-dosen Fakultas

MNamun, konflik 1tu tampaknya dini-

Pebruari 1996




Direktur “Organisasi - Internasional
Departemen Luar Negeri Dr. Hasan
Wirajuda, SH. LLM beberapa wak-
tu lalu kepada wartawan, - _
Wirajuda mengatakan kerjasama
penyusunan . program pendldlkan

Rencana Undang-undan (RUU)
Pengadnlan ‘Anak-anak telah dimulai
sejak tahun 1979. Pengadxian a ak
anak dlmaksudkan sebagal npaya
perlmdungan hukum bagl anak- 3

ne ; Alj ~ Proses penanganan kasus pe-
.. Menurut W;ra;uda ;)rogram pen~ _ianggaran hukum oleh anak—anak"d:-
dldikan HAM di aegara-negam ma- o

al, sementa‘ra di In»

' mk%kﬂ%&ﬁ%ﬂ%ﬁa@%
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_ Buku ini dxsusun ‘berdasar an.”_
' -konse_p HAM universal, yang pelak-
sanaannya disesuaikan dengan sﬂ:ua~ -

Sekretaris endra
aharuddin Lopa, -SH

:ditenma Sutrisno dari Eddy Tansil
_dlungkapkan oleh Parto alias Oei yu
Soen. Parto terlibat dalam sengketa

dana (KUHP) ‘dan Kltab ‘Undang-  tanah dengan suami-istri Sutrisnodi




Korangan-karangan hukum .
Yumspnubenm San. Komenta
T:mbmngan Buk

Fakuttas Hukam Dalam Berita
K ponik
Panlementania_‘"
i v Berita Kepustakaor:

-1 HUBUNGILAH TOKQ TERDEKAT .

i -ATAU LANGSUNG TATA USAHA:. et

gl Cirebon No..5, Jakarta Pusat. Telp (021) 335432 e
Fax (021) 3157334 .- = ... '
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Pemermtah Siﬁpkan g o

RUU Perda

dok secara mtensxf Rancangan Un:
dang-Undang {RUU) tentang Per

aturan Daerah (Perda). Rancangan "

undang-undang ini diharapkan akan
selesai tahun ini juga.
E':’?ersn.apasn pembuatan RUU Perda

itu diungkapkan beberapa waktin [alu

oleh Dirjen : rintahan  Umum

dan Otonomi ?Daerah (PUOD) Su-

“Maskun mengatakan materi RUU
Perda itu masih banyak yang harus

dikoreksi sehingga pembahasan di
DPR nantinya akan berjalan lancar. -
RUU ini akan menjadi-acuan bagi ..
intah daerah dalam membuat

peraturan daerzh atay produk hu-
kum lainnya di daerah.

‘Masalah peraturan daerah ini be- -
lakangan ini banyak mendapat s0- "

rotan sehubungan dengan isue ‘pu-
ngutan yang tidak terkait langsung

dengan produksi dan distribusi yang
mengakibatkan ekonomi biaya ting- -

"gi ‘RUU Perda ini bertu_]uan untuk
“ mereduksi proses. blrokras::terhadap

tentang  nama jalan tidak perlu di-

“ DPR, yaitu RUU Perairan dan RUU

' Hukum dan Pembangunan.

"hal-hal yang kecil dan
angkah . cepat.” - Mis nya Perda

sahkan oleh pemermtah pusat (lewat

dara R‘UU Peraaran ke DPR

Departemen- 'Kehaklma'n' akhir
Pebruari lalu telah mengajukan dua
rancangan undang-undang (RUU) ke

Peradilan Anak. Pembahasan kedua
RUU itu masih berlangsung saat ini.
. RUU Perairan akan menjadl

"'pengganti Undang-undang Perairan
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dxperpanjang palmg lama 20 hari.

10 hari dan apabila untuk kepen-
tingan penuntutan belum selesai atas
permmtaan ‘penuntut umum dapat

dipe "'anjang oleh Ketua Pengadilan

kepentmga'n' pemenksaan dI _ Peng- _
adilan: Negerz atau Pengadllan Ting-

gi masing-masing ' paling' lama 15

hari dan’dapat diperpanjang paling =+

fama 3G hari, Sedangkan jangka

waktu penahanan untuk pemeriksaan

v Aingkat-kasasi.paling.lama .25 hari..... nilai terlalulonggar delam-mendefi
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_'3'_'memkah hanya berupa }mkuman : _
'T_“mm*mai.ﬁ‘“ah“ni’enﬁfa ’Deﬂgaﬂ S

ény;dxkan pa]mg Iama 10
hari dan untuk kepentingan: peme-:-
i yang belum selesai dapat

Jangka waktu penahanan ntuk
kepentmgan penuntutan paling lama

'_ '_dan dapat dzperpan;ang palmgiarna |

if’emermtah ‘Siapkan
RUU Kmeiamatan Nasmna!

Menten Pertahahan Keamanan

-Edi; 'Sudradjat mengungkapkan da-
" “lam“rapat kerja 'dengan Komisi 1

DPR  bahwa ‘pemerintah : sedang
mempersiapkan Rancangan Undang-

- undang Keselamatan Nasional. RUU
itubukan dimaksudkan untuk meng-

gantikan UU No. 11/PNPS/1963
tentang Subvers1 UU Subversi dini-

lai masih diperlukan keberadaannya.

Sudradjat mengungkapkan sub-
stansi UU Keselamatan Nasional
berbeda dengan UU Subversi. UU
Keselamatan Nasional lebih di-

_ .arahkan pada ancaman yang sudah
~ " ada di permukaan atau sudah mani-
fes. Sedangkan UU Subvesi arahnya
_lebih pada kegiatan yang berada di
'_"bawah permukaan.

Menhankam mengakui UU Sub-

‘vesi‘banyak disorot: masyarakat ka-

rena dianggap tidak sesuai dengan
masyarakat saat ini, ramusannya di-




” Hu]wm dan Pembangu n :

. g Me .ang'ad"e_;umlah 1snlah'

. JL C1reccn No. 5, J’aka.rta Pusa.t,.
’I'elp (021 335432 Fa& (021) 315733“1:_

FrEp—y




Pusat. Ké}ian .Hukum
Kawasan -Barat Indones:a

-UNAND
" sitas: Andalas Padang telah menye-
lenggarakan Rapat Koordinasi Pusat
_Kajian Hukum Kawasan Barat Indo-
nesia pada tanggal 4 Januari 1996.
Rapat ini dihadiri oleh wakii-wakzi
dari 45 fakultas hukum negen dan_
swasta di Sumatera. ' g

“Dalam’ rapat: tahunan 26 depan-

faku}tas ‘hukum: negen 'pada tahun

1994, Konsorsium Imu Hukum me-:
rekomendasi pembentukan tigapusat
kajian “hukum,"yaitu: *Universitas
Andalas, Universitas: D;penogoro
dan Universitas Udayana. .- :

+Dalam’ kesempatan member;kan-
sambutan:pada acara rapat: koordi~-

nasiters ebut ‘Sekretaris Konsorsmm
Imu Hukum Prof. Mardjono Rek-:

sodinutro
ks ¥
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.' Fakuitas Hukum Unwet— .

SH.MA...mengingathan....pepgaias-dari-Falmites Hulum-Uaila

d;dzkén ""alam. :
sangkutan Untu
diperkirakan ada

(tujuh diantaranya adalah - fakultas

hukum: negerx) dari deiapan propms; :
d1 Sumatera b

Barat Juga dlharapkan dapat berp
ran sebagzn pusat mformam (cle'

S Semmar Nasmna!
50 Tahun Pembangunan Hukum '

UNILA Fakultas Hukum Univer51~--
tas - Lampung ~ telah smelaksanakan.
“Seminar ‘Nasional 50 Tahun Pem-.
bangunan Hukum Indonesia dan 35:
Tahun Fakultas Hukum' Universitas:
Lampung” pada tanggal 14-17 De—l
sember-1995. : -

:Acarg seminar dua har: tersebut ‘
dihadiri oleh wakil-wakil mahasiswa:
dari 26 fakultas hukum negeri, staf




nai )7, Rekt'or Umvéréﬁas Dlpeneg0¥
o Prof Dr. Muladi, SH: {dengan

makalah: berjudul ”Perlmdungan
Hak-Asasi: Manusia dalam Pemba-
ngunar :Nasional - Memasuki-Abad

XXI)"-Asisten Menko Ekkuwashang,

Drs. Normin S. Pakpahan, SH.
MBA (dengan nakalah berjudul:
"Perangn Hukum Ekonomi dalam
Menunjang:Pembangunan -Nasional
Memasuki:Abad: XXI%); Ketua Per-
sahi Dr. Albert Hasibuan, SH (de-

ngan . makalah : berjudul:“"Peranan
dan.:Fungsi- Kebijakan: Politik' Hy-:
kumdndonesia dalam Pembangunan
Nasional”); pakar hukumtatanega-

ra dan-mantan:Ketua:Yayasan Lem-

baga Bantuan Hukum Indonesia Dr.:

Adnan Buyung Masution;*SH. (de-
ngan makalah berjudul "Perlindung-

anHak Asasi Marusia dalam-Prak-
tek-prakzek Penegakan Fukum di In-.

Hu]aam dan Pembangu n.'

donesza”), dan gurubesar Fakultas.

UGM. Proyek ELIPS {Economic
Law and Improved Procurement
System Project; - atau-Proyek Pe-
ngembangan: Hukum ‘Ekonomi dan
Penyempurnaan Sisterm Pengadaan)
telah mensponsori kedatangan gu-
rubesar’ ilmu hukum:dari Amerika;
Prof-Jeremy Harrison ke Indonesia:
Prof: Harrison-akan menjadi-dosen
tamu; di-Fakultas Hukum Universi=
tas-Gadjah -Mada selama tahun aka--
demlk 1695-1996.: e

= Prof;-Harison merml 1k1 beberapa‘
bidang keahlian ~termasuk - hukum:
badan usaha:dan:kepemilikan:< Dia
adalah gurubesar hukum dagang:da-
risFakultas’ Hukum Unwer51tas Ha—
waiiy; Amerika. :

o Prof. Harrxson pernah men}abat-:;
sebag_a1 Dekan ‘Fakultas Hukum
Universitas: Hawail: selama- sepuluh.
tahun. Dia juga memiliki pengalam-
an luas mengajar. di luar Amerika,
terutama: d1 Ghana, ngena dan
Ethiopta Lt G
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sun modul (teacfzmg materzat‘s)
dalam matakuhah __hukum';i ¢ i
yang. dapat dlgunakan di perguruan
tinggi: yang: bersangkutan dan men-
jadi‘bahan pengajaran pada- kursus!
paIatihan hukum. ekcnomi 4
s men gawal pemermtah LR
.ka e-fakultas hukum:_lam ch Indo- " . Peserta pelatihan: dlhamskan me~
nesia; mxsalnya untuk membenkan Imhh «dua matakuliah: ‘hukum ekono-
ku iah umum,. - : mi: sebagai penekanan selama studi.
: Beberapa' topik yang, harus dlplhh
dalam program ini.adalah:

v EEEG VIS 1. International Fmance
14 Dosen Fakuitas Hukum 2. Securities Regulatxon
Ke Harvard Law School 3. Corporate Law .. -
; 4. Business Planmng
HARVARD KomponenPendxdzkan 5. Contracis.. -
Hukum _Ekonomi: Preyek ELIPSte- 6. Negotiatlon : o
lah: mengirim: 14 -orang . dosen fa- 7. Bankruptcy Pohcnes Busmess

kultas hukum:dan_dua- orang, staf Issues :

hukum instansi pemerintah untuk = 8. Corporate Finance

mengikuti pelatihan intensif selama 9, Secured. Transactions. ..

5 bulan di Harvard Law School,  10. Comparatwe Law: Islamxc Con-

Amerika. Mereka akan berada di tract Law

Amerika dari tanggal 29 Januari 11, Jnternational Law: Legal. Aspect

sampai 27 Juni 1996. - of Transaction, Economxc Activi ;
i LAJUADLNEAME. DEOGram. ini adalah ties
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Sin: 'Corp & Capatai Markets Law
Serta yang terseleksi dan ‘me-
enuhi s arat untuk menglkuti
‘:pro ram inj, yaitu: e
A_do]f Anwar. (FHGI) R
Andhika Danesjvara: (FHUI)
Jani rPnrnawanu (FH~Unair)

: Kurnia Toha (FHUD -
Mohammad Novrizal* (FHUI)

“Putri Eka Sukmawati (Setneg)
. Rafael Edy Bosko' (FH»UGM)
~“Rahayi Nurwidari (FHUD)
10.Riza Yasma (Babmkum»ABRI)
11.8afri Nugraha (FHUT)

12.Sinta Dewii{(FH= UNPAD)
13.Topo Santoso: (FHUI)

14 Hendra Nurtjahjo (FHUI)

15. Wiwiek Aviati (FHUD
16.Yoserwan (FH__-UN-A-ND).l e

©Wﬁ¢w#¢‘

£ E S

Semmar Kejahatan
Telekomumkasn '

UNDIP, Fakultas Hukum Umver51-
tas Dipenogoro telah menyaiengga-

*;nangguiangannya di:Indonesia
:‘Semarang pada tanggal 25
.;:1996 : :

-staf pengajar “dari Fakultas. Hu
'.EUNDIP dan fakultas hukurn
didawa Tengah praktlsx hukum
_ kdianoaﬁ ‘dunid usaha di- Semara

‘“‘Par:purna Poerwoko: (FH-UGM)

Huleumn dan::'Pérﬁbangéh.an.

rakan: "Sernmar ‘Nasional: Kejahatan'.
di Bidang: Telekomunikasi dar "

Semmar sehéh 1tu dlhadm

?ermasalaha'l yang dxbaha‘

kY. Perkembangan bentuk-benfu_
jahatan era giobahsas; 2)Be

‘bentuk: penyimpangan dan kejahatan

terhadap'masyarakat-dan negara; 3)
Kejahatan' bidang - ‘telekomunikasi

‘dan penangguiannya (kajian hukum

pidana); 4)_Lax}gkah POLRI daldm
miengantisipasi-* kejahatan - bidang
teiekomumkam “dans penanggula-

‘ngannya “(kajian ‘empirik); 5) Pe-

rilaku konsumen pengguna jasa te-
lekomunikasi pada era globalisasi.
Para pembicara dalam seminar
ini adalah: Rektor UNDIP Prof. Dr.
Muladi'SH, ‘gunibésar Fakultas Hu-
kum:UI Prof. Dr. Loebby Loeqman
SH, gurubesar Fakultas Hukum

‘UNAIR Prof;*Dr. I1,E: Sahetapy,

SH, dan staf pengajar Fakultas Timu
‘Sosial dan Iimu Politik’ UNDIP Drs
Darmanto Yatman SU &

. M. Asrun
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